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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF COMPANY RULES  AFTER DECISION THE 

CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 13/PUU-XV/2017 ELIMINATION 

PROHIBITION OF WORKERS HAVING MARITAL TIES WITH OTHER 

WORKERS IN ONE COMPANY 

BY 

MERZA YUPINDA 

 

Decision of the Constitutional Court Number  13/PUU-XV/2017 has abolished the 

ban on workers having marital ties with other workers in one company. 

The problems that will be discussed in this study is : what is the Implications of the 

Constitutional Court Decision Number 13 / PUU-XV / 2017 to the common 

employment agreement ? and how is the common employment agreement of PT 

Biofarma (Persero) for 2018 – 2020 after the decision the constitutional court number  

13/PUU-XV/2017  ? 

The problem approach used in this study is normative juridical, namely the library 

study approach 

Based on the results of this study indicate :Implications of the Constitutional Court 

Decision Number 13 / PUU-XV / 2017 are divided into two, legal implications and 

social implications. social implications are divided into two, namely the impact on the 

employer, and the impact on workers. PT. Biofarma has made a work agreement with 

which there is no provision for termination of employment if a marriage is carried out 

by fellow workers in one company. 

Suggestions in this study are : State owned enterprises and private companies in 

making regulations relating to marriage must be based on applicable regulations. The 

Manpower Office must provide strict supervision and sanctions to companies that 

violate. 

Keywords :Common Employment Agreement , Decision of the Constitutional 

Court,Marriage Association, Company 

 

 



ABSTRAK 

 

ANALISIS PERATURAN PERUSAHAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 TENTANG PENGHAPUSAN 

LARANGAN PEKERJA MEMILIKI IKATAN PERKAWINAN DENGAN 

PEKERJA LAINNYA DI DALAM SATU PERUSAHAAN 

OLEH 

MERZA YUPINDA 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 telah menghapuskan 

larangan pekerja memiliki ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu 

perusahaan. 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apasajakah Implikasi 

dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Terhadap Perjanjian 

Kerja Bersama? dan bagaimanakah Perjanjian Kerja Bersama PT Biofarma (Persero) 

Tahun 2018 – 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  13/PUU-XV/2017?  

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

yaitu pendekatan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 13/PUU-XV/2017 di bagi menjadi dua yaitu implikasi hukum dan implikasi 

sosial dimana implikasi sosial di bagi menjadi dua yaitu dampak  bagi pemberi 

pekerjaan, dan dampak terhadap pekerja. PT. Biofarma membuat perjanjian kerja 

bersama yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan pemutusan hubungan kerja 

apabila terjadi pernikahan yang dilakukan sesame pekerja di dalam satu perusahaan. 

Saran dalam penelitian ini adalah setiap perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara 

maupun perusahan  milik swasta di dalam membuat suatu peraturan yang berkaitan 

dengan pernikahan, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat ini, 

pengawasan dan sanksi tegas yang diberikan Dinas Tenaga Kerja apabila terdapat 

perusahaan yang membuat aturan tentang larangan menikah yang dilakukan antar 

pegawai di dalam satu perusahaan. 

Kata Kunci : Pejanjian Kerja Bersama, Putusan Mahkamah Konstitusi, Ikatan 

Perkawinan, Perusahaan. 
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MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka 

mengubah diri mereka sediri” 

(Q.S. Ar-Ra’d Ayat 11) 

 

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik” 

(Ali bin Abi Thalib) 

 

“Hidup ini seperti sepeda agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak” 

(Albert Einstein) 

 

 “selagi ada kemauan pasti selalu ada jalan” 

(Ayahku) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Manusia dilahirkan ke dunia sebagai subyek hukum.Subyek hukum adalah 

penyandang hak dan kewajiban. Salah satu hak yang ia sandang adalah hak untuk 

berkeluarga, di mana hak ini diatur pelaksanaannya oleh undang-undang. Hak 

berkeluarga merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur di dalam Pasal 

28 B Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 

Tahun 1945.Pasal ini menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
1
Terkait perkawinan, saat ini 

beberapa perusahaan baik perusahaan pemerintah, maupun swasta, menetapkan 

suatu klausul yang membatasi hak untuk melangsungkan perkawinan antara 

sesama pekerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut. 

Ketentuan tersebut dapat di lihat dari Keputusan Direksi Bank Pembangunan 

Indonesia (BAPINDO) Nomor 6 Tahun 1973 Tentang Pernikahan Antar Pegawai  

BAPINDO yang sekarang telah menjadi Bank Mandiri. Dalam Pasal 1 Ketentuan 

tersebut meyebutkan bahwa setelah dikeluarkannya keputusan direksi ini, 

hubungan kerja antara BAPINDO dengan salah seorang dari pegawai yang akan 

menikah dengan sesama pegawai BAPINDO akan terputus dengan sendirinya 

                                                           
1
Pasal 28 B ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. 



2 
 

terhitung mulai tanggal pernikahan tersebut.Serta telah diterapkan di lingkungan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik (good corporate governance), prinsip Kesetaraan 

dan tidak Dismkriminatif sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mentri 

BUMN Nomor SE06/MBU/2014 tentang Pencegahan Praktek Nepotisme di 

Badan Usaha Milik Negara.
2
 

Pada saat ini aturan yang melarang adanya ikatan perkawinan antar sesama 

pekerja dalam satu perusahaan bersumber pada Pasal 153, huruf f, Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi bahwa 

pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja 

atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja 

atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 

Dengan adanya aturan tersebut tenaga kerja merasa dirugikan hak 

konstitusionalnya, dan hal ini dianggap telah bertentangan dengan Pasal  28 B 

Ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945.Yang  telah menegaskan bahwa setiap orang 

berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah, bahkan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat krusial bagi pembangunan dan 

pertumbuhan  ekonomi di setiap negara. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan 

                                                           
2
Surat Edaran Mentri BUMN Nomor SE06/MBU/2014 tentang Pencegahan Praktek Nepotisme di 

Badan Usaha Milik Negara. 
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salah satu indikator yang sangat penting bagi penyerapan tenaga kerja.Pola pikir 

tersebut diikuti juga dengan adanya kasus tentang tenaga kerja cotohnya 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan tempat tenaga kerja 

bekerja. 

Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan Pengusaha dan Pekerja 

adalah sama dan sederajat. Secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu 

kedudukan antara buruhdengan pengusaha tidak sama dan seimbang, Karena 

seringkali buruh berada pada posisi yang lemah.
3
Mengingat kedudukan tenaga 

kerja yang lebih rendah daripada majikan atau perusahaan, maka perlu adanya 

campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. 

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak 

dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas 

dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan 

tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan 

pengusaha. 

Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut Undang-Undang 

nomor 13 tahun 2003, meliputi:  

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan 

pengusaha; 

2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 

                                                           
3
Fenny Natalia Khoe, Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian 

kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1 (2013), hlm.3 
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3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan 

penyandang cacat;  

4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.  

Atas dasar tersebutlah pada tahun 2017 sejumlah pekerja yang terdiri dari 

Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah 82JB Area Palembang dan Area Jambi. 

Mengajukan gugatan uji mareril ke Mahkamah Konstitusi terkait frasa “kecuali 

telah di atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama” yang terdapat dalam Pasal 153 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan petitum yang 

dimohonkan yaitu mengabulkan permohonan pemohon. 

Sehingga Mahkamah Konstitusi yang sering disebut juga sebagai the Sole 

Interpreter of the Constitution,
4
 telah mengeluarkan Putusan 13/PUU-XV/2017 

yang mengabulkan gugatan pemohon dengan amar putusan mengabulkan 

permohonan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan frasa “kecuali telah di 

atur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” 

yang terdapat dalam Pasal 153 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang – Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam 

berita Negara Republik Indonesia. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  13/PUU-XV/2017 telah menyebabkan 

adanya makna baru dalam Pasal 153 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 13 

                                                           
4
 Miftakhul Huda, September 2007, “Ultra Petita” dalam Pengujian Undang-Undang, dalam 

Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 

144.   
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Tahun 2003 yaitu Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja 

dengan alasan, pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan 

perkawinan denganpekerja/buruh lainnya di dalam satu 

perusahaan.Dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi tersebut pada tahun 

2017, Tahun berikutnya yaitu Tahun 2018 dan seterusnya perusahaan baik 

perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merubahah 

peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan perjanjian kerja bersama yang 

mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. 

PT Biofarma merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) produsen Vaksin 

dan Antisera, saat ini berkembang menjadi perusahaan Life Science didirikan 6 

Agustus 1890.Bio Farma telah berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup 

bangsa, baik yang berada di Indonesia maupun mancanegara. 

Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa haruslah didukung oleh sumber 

daya manusia (pekerja) yang maksimal dan sistem yang baik.Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu aturan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan 

maupun pekerja agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik 

agar terciptanya suatu hubungan yang harmonis.Pekerja PT Biofarma sebagai 

pelaksana kerja harus dipenuhi kebutuhannya melalui upaya pemberian hak – hak 

yang dituangkan dalam perjanjian kerja bersama. 

Tahun 2018 PT Biofarma telah membuat perjanjian kerja bersama antar pekerja 

dan perusahaan yang didalamnya terdapat aturan yang berkaitan dengan 

pernikahan yang dilakukan antar pegawai.Perjanjian kerja bersama ini 

berdasarkan kesepakatan bersama dan sampai periode Tahun 2020. 
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1.2 PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan yang akan di bahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apasajakah ImplikasiPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-

XV/2017 Terhadap  Perjanjian Kerja Bersama ? 

2. Bagaimanakah Perjanjian Kerja Bersama PT Biofarma (Persero) Tahun 

2018 – 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  13/PUU-

XV/2017 ? 

1.3 RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, 

khususnya yang berkaitan dengan tenaga kerja pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

13/PUU-XV/2017 Terhadap Perjanjian Kerja Bersama. 

2. Untuk mengetahui Perjanjian Kerja Bersama PT Biofarma (Persero) 

Tahun 2018 – 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  13/PUU-

XV/2017 . 
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1.5 KEGUNAAN PENELITIAN 

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan mampu menambah ilmu 

pengetahuan serta referensi pembaca di bidang Hukum Administrasi Negara 

khususnya mengenai analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi 

dalam hal pengujian undang - undang, serta mengenai implikasi hukum putusan 

tersebut. Selain itu, diharapkan juga semoga hasil penulisan skripsi ini dapat 

berguna bagi kalangan praktisi hukum serta masyarakat pada umumnya



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN  

Dalam Hukum Ketenagakerjaan yang menjadi pokokpembicaraan adalah 

seseorang yang bekerja pada orang laindan bukan orang yang bekerja untuk 

dirinya sendiri.Pengertian hukum ketenagakerjaan amatlah luas sehingga perlu 

adanya pembatasan tentang macam pekerjaanyang tidak tercakup dalam hukum 

ketenagakerjaan. 

Menurut Mr Soetikno
5

, hukum perburuhan adalahkeseluruhan kumpulan 

peraturan-peraturan hukum mengenaihubungan kerja yang mengakibatkan 

seseorang secara pribadiditempatkan di bawah perintah atau pimpinan orang lain 

danmengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsungbersangkut dengan 

hubungan kerja tersebut.Sedangkan menurut  Imam Soepomo,
6
 yangmengatakan 

bahwa hukum perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun 

tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada 

orang lain dengan menerima upah. 

 

                                                           
5
 Mr Soetikno dalam Asikin, 1993, Dasar Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hlm. 2 
6
 Soepomo dalam Asikin, 1993, Dasar Dasar Hukum Perburuhan,Jakarta: Raja Grafindo Persada,. 

hlm 2 
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Hukum ketenagakerjaan mempunyai tujuan untukmelaksanakan keadilan sosial 

dala bidang ketenagakerjaandengan cara melindungi pekerja terjadap 

kekuasaanpengusaha. Perlindungan pekerja ini terlaksana apabilaperaturan-

peraturan dalam bidang ketengakerjaan yangmengharuskan atau memkasa 

pengusaha bertindaksebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

dilaksanakan dengan benar oleh para pihak khususnya pengusaha. Hukum 

ketenagakerjaan dapat bersifat hukum privat maupun hukumpublik.Bersifat privat 

karena adanya hubunganketenagakerjaan yang besifat orang perorang, 

misalnyadalampembuatan perjanjian kerja, sedang bersifat public karena adanya 

campur tanganpemerintah dalam hubungan kerjamisalnya dalam penetapan upah, 

dalam penetapan pemutusanhubungan kerja dan lain-lain.
7
 

 

2.1.1 Tenaga Kerja 

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaandisebutkan bahwa tenaga kerja adalah “setiaporang yang mampu 

melakukan pekerjaan gunamenghasilkan barang dan/atau jasa baik 

untukmemenuhi kebutuhan sendiri maupun untukmasyarakat”. Pengertian tenaga 

kerja menurutketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun 

di luar hubungan kerja, denganalat produksi utamanya dalam proses 

produksiadalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisikmaupun pikiran. Ciri khas dari 

hubungan kerjatersebut di atas ialah bekerja di bawah perintahorang lain dengan 

menerima upah. 

 

                                                           
7
 Asikin, 1993, Dasar Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 3 
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1. Macam – macam Tenaga Kerja 

Tenaga kerja (manpower) terdiri dariangkatan kerja dan bukan angkatan 

kerja.Angkatan kerja atau labour force terdiri dari: 

1) Golongan yang bekerja; 

2)  Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan 

Kelompok bukan angkatan kerja; 

3) Golongan yang bersekolah; 

4) Golongan yang bersekolah adalah merekayang kegiatannya hanya atau 

terutama bersekolah; 

5) Golongan yang mengurus rumah tangga; 

6)  Golongan yang mengurus rumah tanggaadalah mereka yang mengurus 

rumah tangga tanpa memperoleh upah; 

7) Golongan lain-lain atau penerima pendapata; 

 

2. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja 

a.Hak Tenaga Kerja 

Hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari 

kedudukan atau status seseorang. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 yang 

merupakan undang-undang pokok mengenai tenaga kerja mengatur hak-hak 

tenaga kerja tersebut adalah: 

a) Setiap tenaga kerja berhak memperolehpenghasilan yang memenuhi 

penghidupanyang layak bagi kemanusiaan. 

b) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperolehdan/atau meningkatkan 

dan/ataumengembangkan kompetensi kerja sesuaidengan bakat, minat dan 
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kemampuannyamelalui pelatihan kerjanya Tenaga kerja menginginkan 

hidupnya terjamin dan tenaga kerja juga menginginkankepuasan yang 

datangnya dari pelaksanaanpekerjaan yang ia sukai dan yang dapat 

ialakukan dengan sebaik mungkin untukmendapat penghargaan. 

Berdasarkan prinsipini kepada tiap tenaga kerja diberikankebebasan 

memilih pekerjaan yang sesuai. 

c) Setiap tenaga kerja berhak atas pembinaankkeahlian dan kejujuran untuk 

memperolehserta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga 

potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka 

mempertinggi kecerdasan dan keterampilan kerja. Hal ini diperlukan 

karena untuk pembangunan ekonomi pada umumnya, industri pada 

khususnya diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan 

kejujuran, karena keterampilan kerja akan memungkinkan tercapainya 

efisiensi danpeningkatan produktivitas kerja. 

d) Setiap tenaga kerja berhak mendapatperlindungan atas keselamatan, 

kesehatan,kesusilaan, pemeliharaan moril kerja sertaperlakuan yang sesuai 

dengan martabatmanusia dan moral agama. Maksudnyasupaya aman 

dalam melakukan pekerjaan,maka tenaga kerja harus dilindungi 

dariberbagai persoalan disekitarnya yang dapatmengganggu dalam 

pelaksanaan pekerjaannya. Keselamatan meliputikeselamatan kerja yang 

bertalian denganmesin, pesawat, alat kerja, bahan dan 

prosespengolahannya, keadaan tempat kerja danLingkungannya serta cara-

cara melakukan pekerjaan. Kesehatan disini dimaksudkansebagai 

pemeliharaan kesehatan tenaga kerja,yang dilakukan dengan 
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pemberianpengobatan, perawatan tenaga kerja yangsakit, mengatur 

persediaan tempat, cara dansyarat kerja yang memenuhi syarat 

hygieneperusahaan dan kesehatan kerja untukpencegahan penyakit, baik 

sebagai akibatpekerjaan maupun penyakit umum 

e) Setiap tenaga kerja dan keluarganya berhakuntuk memperoleh jaminan 

sosial tenagakerja. 

f) Setiap tenaga kerja berhak membentuk danmenjadi anggota serikat 

pekerja. 

 

b. Kewajiban Tenaga Kerja 

Kewajiban adalah suatu prestasi baik berupabenda atau jasa yang harus dilakukan 

olehseseorang karena kedudukan atau statusnya.Adapun kewajiban tenaga kerja 

adalah sebagaiberikut
8
: 

a) Wajib melakukan prestasi/pekerjaan bagiPengusaha; 

b) Wajib mematuhi peraturan perusahaan; 

c) Wajib mematuhi perjanjian kerja; 

d) Wajib mematuhi perjanjian kerja bersama; 

e) Wajib menjaga rahasia perusahaan; 

f) Wajib mematuhi peraturan pengusaha; 

 

 

 

 

                                                           
8
 Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, hlm. 26. 
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2.1.2  Pengusaha 

Pengertian Pengusaha adalah seorang ataukumpulan orang yang mampu 

mengidentifikasikesempatan-kesempatan usaha (businessopportunities) 

danmerealisasikannya dalam bentukbsasaran-sasaran yang harus dicapai.
9
 Dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang PenyelesaianPerselisihan 

Perburuhan, menyebutkan pengusahadengan istilah majikan, yaitu orang atau 

badan hukumyang mempekerjakan buruh
10

, sedangkan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1948 tentang PengawasanPerburuhan, memberikan pengertian bahwa 

majikanadalah orang atau badan hukum yang mempekerjakanburuh dengan 

memberi upah untuk menjalankan suatuperusahaan, jika orang atau badan hukum 

tersebutberkedudukan di luar negeri, maka wakilnya di Indonesia di anggap 

majikan
11

. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan memberikan 

pengertian tentangmajikan atau pengusaha adalah: 

a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badanhukum yang menjalankan 

suatu perusahaan miliksendiri; 

b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badanhukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankanperusahaan bukan miliknya; 

c)  Orang perseorangan, persekutuan, atau badanhukum yang berada di 

Indonesia mewakiliperusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a 

dan b yanberkedudukan di luar wilayah Indonesia; 

 

                                                           
9
 Rachmat, Martoyo, 1991, Serikat Pekerja, Pengusaha dan Kesepakatan Kerja Bersama, Cet. II. 

Hlm 51. 
10

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 
11

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan 
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1. Hak Dan Kewajiban Pengusaha 

a. Hak Pengusaha 

Peraturan perusahaan hanya dibuat secara sepihak oleh pengusaha yang 

mempunyai pekerja 

lebih dari 25 (dua puluh lima) orang. Dalam pembuatan peraturan perusahaan 

pekerja tidak ikut serta menentukan isinya, oleh karena itu ada yang menyatakan 

bahwa peraturan perusahaan adalah peraturan yang berisi terpisah dari perjanjian 

kerja. 

b. Kewajiban Pengusaha 

Kewajiban yang harus dilakukan oleh pengusaha, yaitu : 

1) Membayar upah 

Secara umum adalah pembayaran yang diterima pekerja selama ia melakukan 

pekerjaan. Bagi pengusaha upah adalah biaya produksi yang harus ditekan 

serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu rugi atau 

keuntungannya menjadi lebih tinggi. Menurut Pasal 1 angka 30 UU No 13 

Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : 

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 

Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 
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2) Memberikan Surat Keterangan 

Kewajiban memberikan surat keterangan dapat dikatakan sebagai kewajiban 

tambahan dari seorang pengusaha. Pihak pengusaha memberi Surat 

Keterangan (referensi) tentang pekerjaaan pekerja sewaktu hubungan kerja 

antara pekerja dengan pengusaha berakhir. Dalam hal ini pekerja mengajukan 

permintaan pengunduran diri, secara tertulis atau kemauan sendiri tanpa ada 

indikasi adanya tekanan atau intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan 

kerja waktu tertentu untuk pertama kali, hal ini diatur dalam Pasal 154 huruf b 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. 

3) Memberikan waktu istirahat mingguan dan hari libur 

Pengusaha wajib mengatur pekerjaan sedemikian rupa sehingga pekerja tidak 

harus melakukan pekerjaan pada hari minggu dan hari-hari yang 

dipersamakan dengan hari minggu menurut kebiasaan setempat untuk 

pekerjaan yang diperjanjikan. Biasanya istirahat mingguan 1 (satu) hari saja 

setiap kerja seminggu, namun untuk waktu kerja 5 (lima) hari maka istirahat 

mingguan adalah 2 (dua) hari pada umumnya jatuh pada hari sabtu dan 

minggu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf b Undang-

Undang No. 13 Tahun 2003. 

4) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

Menurut Pasal 1 butir 23 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, perselisihan 

hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau 

serikat kerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan 

kepentingan dan perselisihan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat 
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pekerja hanya dalam satu perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan 

Industrial, jenis perselisihan hubungan industrial meliputi: 

a. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhi 

hak,akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atauperjanjian kerja bersama; 

b. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam 

hubungankerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai 

pembuatan,dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam 

perjanjiankerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang 

timbulkarena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran 

hubungankerja yang dilakukan oleh salah satu pihak; 

d. Perselisihan antar serikat pekerjaadalah perselisihan antara 

serikatpekerjadengan serikat pekerjalain hanya dalam satu perusahaan, 

karena tidakadanya persesuaian paham, mengenai keanggotaan, 

pelaksanaan hak dankewajiban keserikatan pekerja. 
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2.1.3Peraturan Perusahaan 

Berdasarkan Pasal 1 bagian  Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigasi 

Republik Indonesia Nomor 02/MEN/1978 tentang Peraturan Perusahaan dan 

Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan yang menyatakan bahwa 

Peraturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang 

memuat ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang 

menyatakan bahwa Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara 

tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib 

perusahaan. 

Jadi berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa 

peraturan perusahaan berisi hak - hak dari buruh dan berhubungan erat dengan 

perjanjiankerja, oleh karena itu peraturan perusahaan merupakan pasangan dari 

perjanjiankerja, bahkan ada yang menyebutnya sebagai pelengkap dari perjanjian 

kerja Peraturan perusahaan ini dibuat oleh pengusaha dimana buruh tidak ikut 

campur dalam pembuatannya, sehingga ada yang berpendapat bahwa 

peraturan perusahaan adalah peraturan yang berdiri sendiri. 

A. Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan 

Sebelum pembuatan Peraturan Perusahaan perlu diketahui bahwa peraturan 

perusahaan berdasarkan Undang  - Undang No.13 tahun 2003 Peraturan 

Perusahaan harus memuat sekurang - kurangnya : 

1. Hak dan kewajiban Pengusaha; 

2. Hak dan kewajiban pekerja/buruh; 
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3. Syarat kerja; 

4. Tata tertib perusahaan ; 

5. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan; 

Yang dimaksud dengan syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh yang belum diatur dalam peraturan perundang - 

undangan.Sedangkan untuk jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan adalah 

2 (dua) tahun dan wajib diperbarui setelah masa berlakunya habis. Peratuan 

perusahaanmulai berlaku setelah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab 

di bidang Ketenagakerjaan Disamping itu perlu diketahui bahwa dalam satu 

Perusahaan hanya dapatdibuat 1 (satu) Peraturan Perusahaan yang berlaku bagi 

seluruh pekerja/buruhyang ada diperusahaan yang bersangkutan. Sedangkan jika 

suatu perusahaan memiliki cabang perusahaan, maka peraturan perusahaan di 

perusahaan induk  berlaku di semua cabang perusahaan dan dapat pula dibuat 

peraturan perusahaanturunan yang berlaku di masing - masing cabang perusahaan, 

dimana peraturan perusahaan induk memuat ketentuan yang berlaku umum di seluruh cabang 

perusahaan, sedangkan Peraturan Perusahaan turunan memuat 

pelaksanaanPeraturan Perusahaan induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang 

perusahaan masing  -  masing. 

Dalam hal ini peraturan perusahaan induk telah berlaku di perusahaan 

tetapidikehendaki adanya peraturan perusahaan turunan di cabang perusahaan, 

makaselama Peraturan Perusahaan turunan belum disahkan tetap berlaku 

PeraturanPerusahaan Induk.Jika beberapa perusahaan tergabung dalam satu grup 

dan masing - masing perusahaan merupakan badan hukum sendiri - sendiri, maka 

masing - masing perusahaan memuat Peraturan Perusahaan sendiri - 
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sendiri.Peraturan Perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab 

Pengusaha.Pengusaha harus menyampaikan naskah rencana Peraturan Perusahaan 

kepada wakil pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh untuk mendapatkan saran 

dan pertimbangan. 

2.1.4 Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja dibuat oleh karyawan dan pengusaha atau pimpinan perusahaan 

secara perseorangan.Perjanjian kerja merupakan suatu peristiwa yang terjadi 

ketika seseorang karyawan berjanji kepada perwakilan perusahaan yang saling 

berjanji untuk melaksanakan suatu kegiatan kerja. Tujuan penting dalam 

perjanjian kerja adalah syarat-syarat kerja yang diberikan oleh pemberi kerja 

harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh karyawan atau pekerja, dan 

karyawan berhak untuk menuntut haknya kepada pemberi kerja, sedangkan 

pemberi kerja juga berhak menuntut haknya pada karyawan serta pemberi kerja 

harus melaksanakan kewajibannya pada karyawan begitupun sebaliknya.
12

 

Beberapa dasar pembuatan perjanjian kerja yang harus diketahui dan dipahami 

oleh karyawan dan pemberi kerja yang tertera pada UU No.13 Tahun 2003, 

meliputi:  

1. Pasal 5, perjanjian kerja dibuat secara tertulis maupun secara lisan.  

2. Pasal 52 ayat (1) poin a, adanya kesepakan antara karyawan dan pemberi 

kerja untuk mengikat kedua belah pihak dan menyepakati beberapa 

kententuan yang harus disetujui.  

                                                           
12

Rahadian.Dimas Aninditiya,Pengaruh Perjanjian Kerja Bersama Terhadap Hak – Hak 

Karyawan Dan Kepuasan Kerja, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 28 No. 1 November 2015. 

Hlm. 85 
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3. Pasal 52 ayat (1) poin b, kedua belah pihak harus mampu atau cakap 

dalam melakukan perbuatan hukum.  

4. Pasal 52 ayat (1) poin c, pekerjaan yang diperjanjikan merupakan masalah 

pokok yang harus tertera dalam perjanjian kerja.  

5. Pasal 52 ayat (1) poin d, objek perjanjian harus legal tidak menyalahi 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.  

Simanjuntak menjelaskan perjanjian kerja setidak-tidaknya harus memuat : 

1. Identitas dari perusahaan meliputi; nama perusahaan, alamat perusahaan, 

dan jenis usaha yang dipekerjakan.  

2. Identitas pekerja yang meliputi; nama lengkap karyawan, jenis kelamin, 

umur dan alamat pekerja.  

3. Tertera diskripsi jabatan dan jenis pekerjaan yang disepakati kedua belah 

pihak.  

4. Penjelasan tentang tempat pekerjaan.  

5. Tertera jelas besarnya upah yang diterima pekerja dan cara 

pembayarannya.  

6. Penjelasan syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban bagi 

pengusaha dan pekerja.  

7. Penjelasan mulai berlakunya dan jangka waktu berlakunya perjanjian 

kerja. 

8. Tempat dan tanggal dalam perjanjian kerja harus tertera dengan jelas 

9. Dibukuhkan dan disahkan dengan tanda tangan oleh pihak-pihak yang 

melakukan kesepakatan dalam perjanjian kerja. 
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2.1.5 Perjanjian Kerja Bersama 

Pengertian perjanjian kerja bersama adalah bentuk dari kesepakatan atau 

perjanjian yang dicapai dengan proses perundingan antara perwakilan serikat 

pekerja dengan perwakilan pengusaha mengenai hak dan kewajiban pekerja serta 

kewenangan dan kewajiban pengusaha. Perjanjian kerja bersama merupakan salah 

satu sarana pelaksanaan hubungan industrial dalam rangka menciptakan suatu 

hubungan kerja yang harmonis, aman, tentram dan dinamis.Berdampak pada 

terwujudnya ketenangan kerja, kelangsungan operasional perusahaan dan 

munculnya kepuasan kerja. Tata cara pembuatan perjanjian kerja bersama yaitu 

sebagai berikut
13

: 

1. Salah satu pihak baik dari pihak serikat pekerja atau pengusaha dapat 

mengajukan pembuatan perjanjian kerja bersama secara tertulis yang 

dilampiri tentang konsep perjanjian.  

2. Keanggotaan serikat pekerja 50 % dari jumlah pekerja yang ada di 

perusahaan saat pertama kali pembuatan perjanjian kerja bersama.  

3. Proses perundingan dimulai paling lambat 30 hari sejak permohonan 

tertulis.  

4. Pihak-pihak yang melakukan perundingan adalah pengurus serikat pekerja 

dan pimpinan perusahaan dengan membawa surat kuasa masing-masing 

pihak.  

5. Perundingan dilaksanakan oleh tim perunding dari kedua belah pihak 

masing-masing terdiri dari lima orang.  

                                                           
13

Ibid 
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6. Batas waktu dalam pelaksanaan perundingan bipartit adalah 30 hari sejak 

hari pertama dimulainya perundingan.  

7. Selama proses perundingan, masing-masing pihak dapat berkonsultasi 

kepada pejabat Depnaker dan wajib merahasiakan hal-hal yang sifatnya 

belum final sebagai keputusan perundingan.  

8. Apabila perundingan Bipatrit sudah 30 hari dan belum menyelesaikan 

pembuatan perjanjian, maka salah satu pihak wajib melaporkan kepada 

Kantor Depnaker untuk diperantarai atau dapat melalui Lembaga 

Arbitrase.  

9. Batas waktu dalam proses pemerantaraan atau penyelesaian arbitrase 

maksimal 30 hari 

10. Bila selama 30 hari pemerantaraan atau penyelesaian arbitrase tidak 

menemukan titik temu, maka pegawai perantara harus melaporkan kepada 

Menteri Tenaga Kerja.  

11. Menteri Tenaga Kerja dapat menempuh berbagai upaya untuk menetapkan 

langkah-langkah penyelesaian pembuatan perjanjian kerja bersama dengan 

batas waktu maksimal 30 hari.  

12. Sejak ditandatangani oleh wakil kedua belah pihak, perjanjian kerja 

bersama sah dan berlaku yang sifatnya mengikat kedua belah pihak dan 

anggotanya.  

13. Setelah disepakati dan ditandatangani, perjanjian kerja bersama wajib 

didaftarkan kepada Depnaker.  

14. Kedua belah pihak wajib menyebarluaskan isi dan makna perjanjian kerja 

bersama kepada semua pihak dalam lingkungan kerjanya di perusahaan. 



23 
 

2.2 PERLINDUNGAN BURUH DAN TENAGA KERJA 

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak 

dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas 

dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan 

tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan 

pengusaha.Sedangkan menurut Abdul Hakim dalam Yusuf Subkhi, perlindungan 

tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja 

secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak 

yang lemah.
14

Artinya perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib bagi 

tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan 

hidupnya selama bekerja. 

Dalam memenuhi hak-hak setiap pekerja, Perusahaan harus tunduk pada hukum 

yang berlaku dan pengusaha dilarang untuk melakukan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) yang didasarkan oleh suatu sebab tertentu, yaitu sebagaimana diatur 

dalam pasal 153 ayat (1) Undang – Undang  nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi: 

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : 

a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan 

dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-

menerus; 

b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi 

kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

                                                           
14

 Yusuf Subkhi, Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undangundang 

No. 13 Taun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam. (Malang: UIN Maliki 

Malang, 2012).Hlm. 36. 
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c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; 

d. pekerja/buruh menikah; 

e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui 

bayinya; 

f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan 

denganpekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur 

dalam perjanjian kerja,peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama; 

g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat 

pekerja/serikatburuh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat 

pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas 

kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; 

h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai 

perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; 

i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, 

jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; 

j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau 

sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang 

jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan 
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2.2.1 Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perlindungan  

Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat krusial bagi pembangunan dan 

pertumbuhan  ekonomi di setiap negara. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan 

salah satu indikator yang sangat penting bagi penyerapan tenaga kerja.Pola pikir 

tersebut diikuti juga dengan adanya kasus tentang tenaga kerja cotohnya 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan tempat tenaga kerja 

bekerja.Maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan 

perlindungan hukum. 

Hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam perlindungan hukum terhadap tenaga 

kerja adalah tipe hukum ketenagakerjaan yang korporatis.Dalam tipe hukum 

korporatis ini, perlindungan terhadap tenaga kerja diatur melalui jalan legislasi 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan 

pemerintah dalam usaha untuk melakukan pembinaan hukum nasional dalam 

mendayagunakan hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat.
15

 

Undang nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan undang-undang pokok mengenai 

tenaga kerja mengatur telah mengatur adanya hak-hak tenaga kerja sebagai 

berikut : 

a) Setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

b) Setiap tenaga kerja berhak untuk memperolehdan/atau meningkatkan 

dan/ataumengembangkan kompetensi kerja sesuaidengan bakat, minat dan 

kemampuannyamelalui pelatihan kerjanya Tenaga kerja menginginkan 

hidupnya terjamin dan tenaga kerja juga menginginkankepuasan yang 

                                                           
15

Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik 

dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 231. 
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datangnya dari pelaksanaanpekerjaan yang ia sukai dan yang dapat 

ialakukan dengan sebaik mungkin untukmendapat penghargaan. 

Berdasarkan prinsipini kepada tiap tenaga kerja diberikankebebasan 

memilih pekerjaan yang sesuai. 

c) Setiap tenaga kerja berhak atas pembinaankeahlian dan kejujuran untuk 

memperolehserta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga 

potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka 

mempertinggi kecerdasan dan keterampilan kerja. Hal ini diperlukan 

karena untuk pembangunan ekonomi pada umumnya, industri pada 

khususnya diperlukan tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan 

kejujuran, karena keterampilan kerja akan memungkinkan tercapainya 

efisiensi danpeningkatan produktivitas kerja. 

d) Setiap tenaga kerja berhak mendapatperlindungan atas keselamatan, 

kesehatan,kesusilaan, pemeliharaan moril kerja sertaperlakuan yang sesuai 

dengan martabatmanusia dan moral agama. Maksudnyasupaya aman 

dalam melakukan pekerjaan,maka tenaga kerja harus dilindungi 

dariberbagai persoalan disekitarnya yang dapatmengganggu dalam 

pelaksanaan pekerjaannya. Keselamatan meliputikeselamatan kerja yang 

bertalian denganmesin, pesawat, alat kerja, bahan dan 

prosespengolahannya, keadaan tempat kerja danLingkungannya serta cara-

cara melakukan pekerjaan. Kesehatan disini dimaksudkansebagai 

pemeliharaan kesehatan tenaga kerja,yang dilakukan dengan 

pemberianpengobatan, perawatan tenaga kerja yangsakit, mengatur 

persediaan tempat, cara dansyarat kerja yang memenuhi syarat 
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hygieneperusahaan dan kesehatan kerja untukpencegahan penyakit, baik 

sebagai akibatpekerjaan maupun penyakit umum 

e) Setiap tenaga kerja dan keluarganya berhakuntuk memperoleh jaminan 

sosial tenagakerja. 

f) Setiap tenaga kerja berhak membentuk danmenjadi anggota serikat 

pekerja. 

Disamping ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah dibuat oleh 

pemerintah pada dasarnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja  dapat terjadi 

karena adanya peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan perjanjian kerja 

bersama. 

2.2.2 Ruang Lingkup Perlindungan Terhadap Buruh Dan Tenaga Kerja 

Lingkup perlindungan terhadap tenaga kerja atau buruh menurut Undang-Undang 

nomor 13 tahun 2003 Bab X, meliputi:  

1. Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan 

pengusaha; 

2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 

3. Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan 

penyandang cacat;  

4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.  
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2.2.3 Macam – Macam Perlindungan Buruh dan Tenaga Kerja 

Soepomo yang dikutip Agusmidah, membagi perlindungan pekerja menjadi 3 

macam
16

: 

1. Perlindungan Ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan 

yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, 

termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu 

diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial. 

2. Perlindungan Sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan 

usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu 

mengenyam dan mengembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada 

umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarganya; atau 

yang biasa disebut kesehatan kerja. 

3. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 

dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakan yang 

dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh 

bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan, perlindungan jenis ini 

disebut dengan keselamatan kerja. 

 

 

 

 

 

                                                           
16

Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2010). Hlm. 

61. 
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2.3 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  

2.3.1 Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi 

Putusan merupakan suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh 

hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di 

depan persidangan yang terbuka untuk umum ataupun yang tidak dengan tujuan 

untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna terciptanya suatu 

kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.  

Salah satu hal yang patut digaris bawahi terkait putusan Mahkamah Konstitusi 

ialah sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.Berdasarkan kewenangan 

yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain 

yang dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti yang 

terjadi pada pengadilan lain dimana seseorang dapat melakukan upaya hukum 

terhadap putusan hakim seperti, upaya hukum banding atas putusan hakim 

pengadilan tingkat satu, upaya hukum kasasi atas putusan hakim pengadilan 

banding, dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi.  

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut 

pandang yang kita lihat.Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan 

hakim yaitu putusan akhir dan putusan sela.Putusan Akhir adalah putusan yang 

mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan 

pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan 

pemeriksaan. Sedangkan putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih 

dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya 
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pemeriksaan.putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh 

terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, 

tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara 

persidangan saja. 

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan provisi pada awalnya hanya 

terdapat dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Hal 

ini didasarkan pada Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa 

Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada 

pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan 

kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah 

Konstitusi.
17

Pada perkembangannya, putusan sela juga dikenal dalam perkara 

pengujian undang - undang dan perselisihan hasil Pemilu. 

 

2.3.2  Isi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada UUD NRI 

1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing - masing hakim 

konstitusi.
18

Alat bukti yang dimaksud sekurang - kurangnya 2 (dua) seperti hakim 

dalam memutus perkara tindak pidana.Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 

harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum 

yang menjadi dasar putusan apakah putusannya menolak permohonan (Ontzigd), 

permohonan tidak diterima (Niet Ontvakelijk Verklaard) atau permohonan 

dikabulkan. 

                                                           
17

 Asosiasi Pegajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, loc cit., Hlm. 51 - 52.   
18

 Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2003   
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Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang pleno 

pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang 

pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak.
19

Putusan 

ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta oleh 

panitera. 

Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:
20

 

a. Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”;  

b. identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas pemohon dan 

termohon ( jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon), baik 

prinsipal maupun kuasa hukum;  

c. Ringkasan permohonan;  

d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan; 

e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;  

f. Amar putusan; dan  

g. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.  

Selain bagian - bagian di atas, Pasal 45 Ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 

mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat 

dalam putusan. Pendapat berbeda memang mungkin, dan dalam praktik sering 

terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyarawah 
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 Pasal 45 Ayat (9) dan Ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003   
20

Pasal 48 UU No. 24 Tahun 2003. 
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tidak dapat mencapai mufakat.Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu (1) dissenting opinion; dan (2) concurent opinion atau consenting 

opinion. 

 

2.3.3 Sifat Dan Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi  

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia yang juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman 

bersama - sama dengan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi didesain 

menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap UUD NRI 1945 melalui 

putusan - putusannya.Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah 

Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi 

dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan 

kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.Visi tersebutlah yang menjadi 

pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman 

secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.
21

 

A. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi 

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu 
22

Putusan declaratoir adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang 

menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak 

atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan 

hukum.Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan 

                                                           
21

 Janedjri M. Gaffar, Kedudukan Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Surakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi, 2009), Hlm. 1 - 2. 
22

 Asosiasi Pegajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 

(Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepeaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 

Hlm.55. 
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hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru.Sedangkan putusan 

condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon 

untuk melakukan suatu prestasi.Misalnya, putusan yang menghukum tergugat 

membayar sejumlah uang ganti rugi. 

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat declaratoir dan constitutief. 

Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan 

sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum 

baru. Dalam perkara pengujian undang - undang, putusan yang mengabulkan 

bersifat declaratoir karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma 

undang - undang, yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pada saat yang 

bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang 

dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.  

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin 

memiliki sifat condemnatoir adalah dalam perkara sengketa kewenangan 

konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Pasal 64 Ayat (3) UU 

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan 

untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, Mahkamah 

Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai 

kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

13/PUU-XV/2017  bersifat constitutiefdanmemiliki kekuatan hukum yang 

mengikat untuk umum, artinya putusan tersebut tidak hanya berlaku untuk para 
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pemohon saja yang dalam hal ini adalah Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah 

82JB Area Palembang dan Area Jambi. Sudah menjadi konsekuensi logis bagi 

perusahaan yang ada di Indonesia untuk menghormati dan menjalankan putusan 

tersebut. 

B. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi 

Perselisihan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi sesungguhnya memiliki 

karakter tersendiri dan berbeda dengan perselisihan yang dihadapai sehari-hari 

oleh peradilan biasa.
23

Keputusan yang diminta oleh pemohon dan diberikan oleh  

Mahkamah Konstitusi akan membawa akibat hukum yang tidak hanya mengenai 

orang seorang, tetapi juga orang lain, lembaga negara dan aparatur pemerintah 

atau masyarakat pada umumnya, terutama sekali dalam hal pengujian undang 

undang terhadap Undang-Undang Dasar (Judicial review). 

Nuansa publik interestyang melekat pada perkara-perkara semacam itu akan 

menjadi pembeda yang jelas dengan perkara pidana, perdata, dan tata usaha 

negara yang pada umunya menyangkut kepentingan pribadi dan individu 

berhadapan dengan individu lain ataupun dengan pemerintah. Ciri inilah yang 

akan membedakan penerapan hukum acara di Mahkamah Konstitusi dengan 

hukum acara di pengadilan-pengadilan lainmengingat norma dalam UU adalah 

satu kesatuan sistem ada pelaksanaan putusan yangharus melalui tahapan-tahapan 

tertentu, bergantung pada substansi putusan.  

                                                           
23

Hal ini disebabkan oleh karena adanya sifat kepentingan umum yang tersangkut di dalamnya, 

meskipun andaikata permohonan hanya diajukan oleh seseorang atau individu tertentu. 
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Terkait dengan pelaksanaanya, sifat putusan mahkamah konstitusi terbagi menjadi 

beberapa jenis yaitu sebagai berikut
24

 : 

a) Putusanyang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan 

baru atau perubahan,Putusan yang langsung dapat dilaksanakan adalah 

putusan membatalkan normatertentu yang tidak menganggu sistem norma 

yang ada dan tidak memerlukan pengaturanlebih lanjut. 

b) Putusan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut atauuntuk 

melaksanakannya diperlukan aturan yang lebih operasional.  yaitu putusan 

membatalkan suatu norma yang mempengaruhi norma-norma lain. Namun 

demikian, belum adanya peraturan yang menindaklanjuti. 

Terkait hal tersebut putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 masuk ke dalam 

putusan yang dapat dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peraturan baru atau 

perubahan. Karena membatalkan normatertentu yang tidak menganggu sistem 

norma yang ada. 

Putusan MK tidakmengurangi kekuatan mengikat yang telah melekat sejak 

dibacakan.Setiap pihak yangterkait harus melaksanakan putusan tersebut. Apabila 

ada peraturan yang dilaksanakan ternyatabertentangan dengan putusan MK, maka 

yang menjadi dasar hukum adalah putusan MK.Mekanisme itu sama halnya 

dengan pembentukan Undang - Undang baru. Suatu Undang - Undang 

mempunyaikekuatan hukum mengikat sejak diundangkan.Namun demikian ada 

ketentuan yang dapatlangsung dilaksanakan, tetapi ada pula yang memerlukan 

peraturan pelaksana.Apabilaaturan pelaksana belum dibuat atau disesuaikan, hal 

                                                           
24

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 318. 



36 
 

itu tidak mengurangi sifat mengikat Undang - Undang itu sendiri.Bahkan, dalam 

setiap ketentuan penutup Undang - Undang selalu menyatakan bahwa 

semuaperaturan pelaksana tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

Undang - Undang itu sendiri. 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif 

yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara 

membaca, mengutip dan menganalisis teori - teori hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan denganpermasalahan dalam penelitian. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

terdiri dari: 

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengingat 

berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

c. Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan 

Industrial 

d. Peraturan Menteri Nomor 02/MEN/1978 tentang Peraturan Perusahaan 

dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan  

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017



38 
 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang 

dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, 

terdiri dari berbagai buku atau literatur hukum. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan penunjang 

lainnya seperti arsip, dokumen atau sumber dari internet. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan melakukan 

serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta 

melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pokok bahasan. 

 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, 

dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Seleksi Data 

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan dan 

dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 
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2. Klasifikasi Data 

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam 

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk 

kepentingan penelitian. 

3. Penyusunan Data 

Menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat 

dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk 

mempermudah interpretasi data. 

 

3.4  Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data, sehingga diperoleh 

kesimpulan berdasarkan deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan 

dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang 

didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.



BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, dapat ditarik  kesimpulan 

point penting dalam skripsi ini adalah : 

1. Berdasarkan uraian yang telah di paparkan Implikasi Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 di bagi menjadi dua yaitu implikasi 

hokum dan implikasi sosial. Implikasi hukumyaitu apabila dilihat dari sifat 

putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 yang telah 

menghapuskan frasa kecuali telah di atur dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang terdapat dalam Pasal 153 

Ayat (1) Huruf F Undang – Undang Nomor 13 Tahun  2003 Tentang 

Ketenagakerjaan masuk kedalam putusanyang dapat dilaksanakan langsung 

tanpa harus dibuat peraturan baru atau perubahan, Putusan yang langsung 

dapat dilaksanakan adalah putusan membatalkan normatertentu yang tidak 

menganggu sistem norma yang ada dan tidak memerlukan pengaturanlebih 

lanjut .Putusan Mahkamah Konstitusi di atas menghapuskan kewenangan 

pengusaha untuk membuat peraturan larangan menikah bagi sesama pekerja 
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di dalam satu perusahaan yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan, implikasi sosial di 

bagi menjadi dua yaitu dampak  bagi pemberi pekerjaan 

2. PT. Biofarma membuat perjanjian kerja bersama yang di dalamnya tidak 

terdapat ketentuan pemutusan hubungan kerja apabila terjadi pernikahan 

yang dilakukan sesama pekerja di dalam satu perusahaan. Perihal tentang 

penempatan  Unit Kerja yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Karna 

hal ini telah di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu serikat pekerja dan 

pihak perusahaan.dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 52 Ayat (1) Undang – 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah 

menjelaskan perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah 

pihak. Dan berdasarkan struktur organisasi yang telah di paparkan di atas 

penempatan unit kerja yang dimaksud dalam Pasal 17 PKB Periode 2018 – 

2020  masih di dalam ruang lingkup satu perusahaan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 

No 13/PUU-XV/2017 yang menghapuskan larangan menikah antara pekerja di dalam 

satu perusahaan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kepada setiap perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara maupun 

perusahan  milik swasta di dalam membuat suatu peraturan yang berkaitan 

dengan pernikahan, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat ini 

2. Adanya pengawasan dan sanksi tegas yang diberikan Dinas Tenaga Kerja 

apabila terdapat perusahaan yang membuat aturan tentang larangan 

menikah yang dilakukan antar pegawai di dalam satu perusahaan 

3. Mengingat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 13/PUU-XV/2017 

merupakan putusan baru, maka harus ada sosialisasi untuk masyarakat 

terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 13/PUU-XV/2017. 

Terutama bagi pekerja yang tidak mengetahui adanya aturan tersebut.
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